SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/296 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DESA TERINOVATIF DALAM PELAKSANAAN
KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan sumber daya
manusia yang sehat, cerdas, dan produktif melalui upaya
penurunan angka stunting secara holistik, integratif, dan
berkualitas, perlu adanya koordinasi, sinergi, dan
sinkronisasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan percepatan penurunan stunting;

b. bahwa guna mengevaluasi program kegiatan percepatan
penurunan  stunting tingkat Desa dan untuk
mengapreasiasi  kinerja Desa, telah dilaksanakan
penilaian kinerja Desa dalam rangka pelaksanaan
konvergensi penurunan stunting Tingkat Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2025 oleh Tim Penilai Kinerja Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Desa Terinovatif Dalam
Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Dan Percepatan
Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang

Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor

140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor
954 /KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017 dan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan
Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

: Berita Acara Hasil Penilaian Desa Berkinerja Baik Dalam

Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan
Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun
2025 Nomor: 400.12.4.4/1.016 tanggal 16 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Penetapan Desa Terinovatif Dalam Pelaksanaan Konvergensi
Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Desa Terinovatif sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU diikutsertakan sebagai perwakilan Provinsi
Jawa Tengah dalam Penilaian di Tingkat Nasional.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.
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KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

8.
9.

Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Tengah;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Koordinator TAPM Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes;
11. Kepala Desa Ganggawang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Salinan sesuai denaan aslinya
Kepala Biro Hukum |

Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/296 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DESA TERINOVATIF
DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

PENETAPAN DESA TERINOVATIF DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

DESA KECAMATAN | KABUPATEN | NILAI TOTAL | PERINGKAT
1 2 3 4 5
GANGGAWANG SALEM BREBES 184 I

GUBERNUR JAWA TENGAH,
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AHMAD LUTHFI
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